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Abstrak 
Anggota ASEAN telah menyepakati ASEAN Mutual Legal Assistence in 

minal Matters atau Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana yang 
randatangani di Kuala Lumpur pada 29 November 2004. Bantuan Hukum Timbal Bali 
bidang hukum pidana dalam perkara korupsi merupakan suatu keharusan yang 

arur dalam Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa 2003, terutama untuk 
at mengembalikan aset negara yang diambil oleh pelaku tindak pidana 

rupsi.Adapun ekstradisi merupakan penyerahan oleh suatunegara kepada negara 
-c..,g meminta penyerahanseseorang yang disangka atau dipidana karena 

= akukansuatu kejahatan di luar wilayah negara yangmenyerahkan dan di dalam 
diksi wilayah negarayang meminta penyerahan tersebut karenaberwenang untuk 

:: igadili dan memidananya. 
Berbagai permasalahan atau tantangan lainyang dihadapi oleh aparat penegak 

um dalammelakukan pemberantasan korupsi adalah para pelaku tindak pidana 
i.psibaik yang berstatus tersangka, terdakwa ataupunterpidana melarikan diri ke 
- negeri.Pelarian para tersangka, terdakwa dan terpidana dilakukan dengan 

bawapula aset-aset hasil tindak pidana korupsi ke luarnegeri. Oleh karena itu 
am rangka untuk dapatmembawa kembali para pelaku tindak pidana korupsiyang 

rikan diri ke luar negeri termasukaset-aset hasil tindak pidana korupsi maka 
ra penegak hukum perlu menggunakanmekanisme Ekstradisi maupun Bantuan 

al Balik dalam Masalah Pidana. 
ASEAN Mutual Legal Assistence in Criminal Matters telah ditandatangani dan 

fikasi oleh negara-negara ASEAN kecuali Thailand, merupakan bentuk Mutual 
Assistence (MLA) yang bersifat multilateral.Menjadi penting untuk mengetahui 

- turan pada setiap negara ASEAN terhadap upaya pemberantasan tindak pidana 
. si melalui pengaturan Ekstradisi dan MLA. Efektifitas kecepatan dan ketepatan 

mempersiapkan, memproses dan mengeksekusi suatuEkstradisi ataupun MLA, 
_ - - berpengaruh bagiterungkapnya dan proses penanganan perkarakejahatan antar 

:i. Semakin mudahperpindahan orang dan harta dewasa ini, menjadikan 
agka, terdakwa, terpidana, beserta buktimaupun asset atau rekening berpindah 
-- melintasi batas negara. Kecepatan perpindahan para tersangka, terdakwa 
_.n terpidana tersebut memerlukan perubahan strategi penegakan hukum dengan 
rerhatlkan aspek kecepatan proses penyelidikan, penyidikan, penyitaandan 
- an perkara yang memperhatikan aspek lintas batas negara. Masyarakat 

ional termasuk di kawasan ASEAN meyakini bahwa korupsitidak lagi 
zakan masalah lokal, tetapi merupakanfenomena internasional yang 
_ engaruhiseluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikankerja sama 
- · onal untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting. 

ci: Korupsi, Ekstradisi, Mutual Legal Assistence, ASEAN 

Trisno Raharjo 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
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351 Tahun 2014 ntya.ra _yan_p m,:1suA' 1hhm d,:1/,:1 /;rd.0.5,L)d/c'.OLJ" h/c'/'/ld'.f7t?/ld'/ .fc"Oc?/lf'c?I' ..17..F /1t?{!'c?r-?.dftb:' 
352Lihat http://www.hukumonline.com/beritc:/baca/lt5282lb9cll2c4/perlu-ada-badan-asean-khusus- 
tangani-korupsi. dikases dan diunduh, 12 Januari 2015, 05:52 WIB. 
353Korupsi tidak terlepas dari sektor keuangan, baik keuangan negara maupun keuangan perusahaan, 
yang akan banyak berhubungan dengan lembaga keuangan. Transparansi Internasional 
mengingatakan, "Korupsi adalah masalah untuk semua negara sehingga pusat-pusat keuangan dunia 
di Uni Eropa dan AS harus bekerja sama dengan negara-negara yang pesat pertumbuhan ekonominya 
untuk menghentikan korupsi," dalam Indeks Korupsi Dunia: Denmark Terbersih, Indonesia Ke-107, 
http:llinternasional.kompas.com/read/2014/12/03/12444781/Indeks.Korupsi.Dunia.Denmark.Terbersih.I 
ndonesia.Ke-107 diakses dan diunduh, 14 Januari 2015, 05:31 WIB 

Upaya penanggulangan korupsi di negara-negara anggota ASEAN dilakukan 

dengan melakukan pengaturan pada tingkat nasional maupun pada tingkat regenonal. 

Kesadaran pengaturan ditingkat regional ASEAN semakin kuat seiring dengan telah 

terintegrasinya komunitas ASEAN pada tahun 2015. ASEAN Community akan 

berdampak pada aspek ekonorni, sosial dan budaya serta politik keamanan. Deputi 

Sekretaris Jenderal ASEAN Nyan Lynn, menyatakan diperlukan lembaga khusus 

menangani korupsi dan tata pemerintahan yang baik termasuk di dalamnya penegakan 

supremasi hukum.s= Perlunya pengaturan di tingkat ASEAN tidak terlepas dari akan 

banyaknya perusahan asing atau perusahan dari negara-negara ASEAN yang dapat 

beroperasi lintas-batas dalam kawasan ASEAN.353 Pengaturan yang bersifat regional 

dan diadopsi oleh masing-masing negara ASEAN, akan memberikan arah yang baik bagi 

iklim usaha, yang umumnya rentan terhadap praktek-praktek korupsi. Begitu pula 

terhadap penegakan hukum selama ini di masing-rnasing negara ASEAN, dimana 

sebagai contoh beberapa pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia melarikan diri ke 

luar negari seperti ke Singapura. Berbagai kerjasama dan pengaturan terkait ekstradisi 

dan bentuan timbal balik (mutual legal assistence, selanjutnya disingkat MLA) di 

bidang hukum pidana perlu mendapatkan perhatian pula di tingkat ASEAN. 

dari peringkat negara-negara ASEAN yang umumnya berada pada peringkat 100, yaitu 

Indonesia, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar.w-Myanrnar dan Kamboja masuk 

dalam urutan ke 18 dan 19 dari bawah negara-negara dengan indek korupsi terendah 

di seluruh dunia. 

pain dari 26 menjadi 25. Secara keseluruhan skor indeks persepsi .korupsi di ASEAN 

dibandingkan dengan seluruh negara di dunia termasuk kategori rendah haJ ini tampak 
' .· 

ISBN: 978-602-70430-0-8 Prosiding Seminar Nasional 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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-==berantasan Kejahatan Internasional, Jurnal, Dinamika Hukum, Vo. 9 No 2 Mei 2009, h.107, Adapun 
.:=AN Treaty on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters, merupakan bentuk MLA ditingkat ASEAN 

ditandatangani di Kuala Lumpur, 29 Nopember 2004, Ii hat 
:: /www.cifor.org/ilea/ ref/ina/instruments/Law Enforcement/MLA/. diakses dan diunduh, 12 Januari 
_:,, 06:00 WIB. Lihat pulahttp://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18918/dpr-ratifikasi- 

,. _ ar·:an-mla-asean. diakses dan diunduh, 12 Januari 2015, 06:01 WIB. 
• }an difokuskan pada lima negara yang berdasarkan indek persepsi korupsi menempati posisi 

ik di Asia Tenggara berdasarkan rilis transparansi internasional, 
,vww.transparency.org/cpi2014/results. 

-YVOECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, MUTUAL LEGAL ASSISTANCE, 
~ 'DITION AND RECOVERY OF PROCEEDS OF CORRUPTION IN ASIA AND THE PACIFICFrameworks 

:::ractices in 27 Asian and Pacific JurisdictionsThematic Review - Final Report, 2007, h. 271-278. 

1. Singapura 

a. Kerangka Hukum 

Ekstradisi dan MLA di Singapura pada dasarnya diatur dalam Extradition Act 

(selanjutnya disingkat EA) (1968) dan Mutual Assistance in Criminal Matters Act 

(selanjutnya disingkatMACMA) 2000. Pasal SS Hukum Acara Pidana Singapura 

mengatur secara khsusus ketentuan ekstradisi dari Singapura ke Malaysia dan Brunei. 

MACMA juga berlaku untuk permohonan MLA yang datang dari negara yang tidak 

memiliki hubungan perjanjian dengan Singapura, meskipun negara pemohon harus 

menyediakan jaminan reprositas untuk beberapa macam bantuan. Jika tidak terdapat 

hubungan perjanjian, ekstradisi dapat berlaku hanya untuk dan dari negara-neg~ra 

Commonwealth, yang jumlahnya 39 negara pada September 2007.358 

Terkait dengan perjanjian multilateral untuk ekstradisi kasus korupsi, Singapura telah 

menandatangani United Nations Convention against Corruption (selanjutnya disingkat 

UNCAC) dan United Nations Convention against Transnationa!Organized Crime 

selanjutnya disingkatUNTOC). Singapura memiliki 3 perjanjian bilateral ekstradisi 

dengan Hong Kong, Jerman, dan US. Eksradisi antara Singapura dan Malaysia 

erdasarkan pemberian surat perintah, menurut Extradition Act dan Bab SS KUHAP 

mgapura . 

Extradition Act dan MACMA berisi peraturan tentang penolakan kerjasama, prosedure 

elaksanaan permohonan, dan bentuk-bentuk bantuan yang tersedia. MACMA juga 

masing-masing negara ASEAN selanjutnya akan difokuskan kepada lima negara ASEAN 

yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Thailan dan Indonesia.357 

Ditingkat nasional masing-masing negara ASEAN, Ekstradisi dan · MlA di atur 

.dalam hukum nasional mereka. Kajian terhadap pengaturan Ekstradisi dan MLA pada 
j c ; 
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362ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Op. Cit. 207-2018 

2. Malaysia. 

a. Kerangka hukum. 

Ekstradisi dan MLA di Malaysia diatur dalam EA 1992 dan MACMA 2002. Perjanjian 

ekstradisi atau MLA yang telah ditandatangai oleh Malaysia menjadi kerangka hukum 

nasional ketika Minister of Internal Security(selanjutnya disingkatMIS) memerintahkan 

EA atau MACMA berlaku terhadap perjanjian tersebut. Jika perjanjian tidak ada, MIS 

dapat memerintahkan EA atau MACMA berlaku untuk negara asing yang tidak memiliki 

perjanjian bilateral dengan Malaysia. Malaysia memiliki pedoman internal kapan 

permohonan dapat ditolak selain berdasarkan dari tidak adanya jaminan resiprositas 

dari negara pemohon. Malaysia telah menandatangai dan meratifikasi ASEAN MLAT. 

Malaysia telah rnenandatanagi UNTOC dan UNCAC. Malaysia hanya punya perjanjian 

bilateral MLA dengan Australia. Malaysia juga memilik hubungan ekstradisi 

berdasarkan UU-nya dibawah Cemalondon dengan 6 negara anggota Iain, yaitu 

Bangladesh, Cook Island, Fiji Island, Samoa, Sri Lanka, Vanuatu, dan Inggris. Malaysia 

memiliki 5 perjanjian bilateral ekstradisi dengan Australia, Hongkong, China, Indonesia, 

Thailand, dan US. Ekstradisi untuk dan dari Singapore berdasarkan skema EA untuk 

pemberian surat perintah penahanan.362 

EA dan MACMA meruapakan UU baru yang mengatur tentang dasar penolakan 

kerjasama, prosedur pembuatan pemohonari keluar dan pelaksaaan permohonan yang 

datang. MAC MA mengatur tentang bantuan dalam lingkup luas termasuk surat perintah 

menduga bahwa seseorang elah melakukan atau mendapat manfaat dari suatu tindak 

pidana dan bukti yang diminta memiliki nilai yang substansial dalam kasus. Idak ada uji 

pembukian untuk tindakan yang tidak terlaiu intrusif, misalnya pengambilan bukti dari 

saksi. 

Necessity dan pentingnya bukti yang dicari juga merupakan faktor penting untuk 

mengajukan permohonan MLA ke Singapura. MACMA menyatakan bahwa Singapura 

akan menolak memberikan MLA jika bukti yang diminata tidak cukup penting untuk 

investigasi negara lain tersebut, atau jika bukti tersebut dapat diperoleh dengan cara 

lain. Tetapi pada kenyataannya, Singapura tidak pernah menolak MLA atas alasa 

terse but. 
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364/bid.h. 253-260. 
365/bid. 
366/bid. 

3. Filipina 

a. Kerangka Hukum 

Ekstradisi di Filipina diatur dalam perjanjian dan Extradition Law 1977.Di Filipina 

tidak dapat melakukan ekstradisi tanpa adanya perjanjian. Filipina memiliki perjanjian 

ekstradisi bilateral dengan 10 negara: Australia; P.R. China; Hong Kong, China; 

Indonesia; Korea; and Thailand, Canada; Korea; Switzerland; and United States. Filipina 

merupakan anggota UNTOC, dimana permohonan ekstradisi dalam kasus korupsi dapat 

diselesaikan. Filipina juga merupkan anggota UNCAC, namun Filipina tidak 

menggunkan konvesi tersebut sebagai dasar perjanjian ekstradisi. Filipina telah 

menandatangani ASEAN MLAT.365 

Jika perjanjian bilateral atau multilateral telah mengatur suatu tindak pidana, maka 

peraturan di perjanjian tersebut berlaku dengan serta merta karena tidak diatur dalam 

UU. Jika tidak ada perjanjian, Filipina hanya memberikan MLA yang tidak mewajibkan 

intervensi yudisial, misalnya mengambil pernyataan saksi secara sukarela. Filipina 

tidak memberikan izin untuk tindakan pencarian dan penyitaan, memaksa saksi untuk 

memberikan bukti dibawah sumpah dan membuat dokumen.366 

ke Malaysia untuk melaksanakan hukumannya. Malasyia tidak pernah menolak 

ektradisi hanya karena pelakunya warga negaranya senllirt Berdasarkan MACMA 

Malaysia akan menolak MLA jika peraturan tentang bantuan dapat mengenyampingkan 

permasalahan pidana di Malaysia, prakteknya Malaysia akan menunda permohonan 

tersebut sampai penyelidikan dalam negeri selesai. Malaysia dapat menolak ekstradisi 

dan MLA apabila dia memiliki yurisdiksi untuk mengadili tindak pidana. Malaysia tidak 

memberikan ekstradisi atau MLA tindak pidana politik MLA juga dapat ditolak jika 

target investigasi penyelidikan atau pengadilan telah dihukum, dimaafkan, dibebaskan, 

atau dihukum di negara pemohon atas tindak pidana yang sama. Penolakan MLA 

karena kerahasiaan Bank tidak diatur dalam MACMA. Malaysia tidak wajib 

berkonsultasi dengan negara pemohon sebelum menolak ektsradisi atau MLA. Pada 

prakteknya pemerintah Malaysia akan berkonsultasi dengan negara pemohon untuk 

memfasilitasi pemberian dan pelaksanaan pernohonannya.v+ 
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370/bid. 
371/bid.h. 289-298. 
372/bid. 

4. Thailand 

a. Kerangka Hukum 

Ekstradisi dan MLA diatur dalam -EA Tahun 1929 dan AMACM Tahun 1992. EA dan 

AMACM berlaku untuk semua proses ekstradisi dan MLA tunduk pada peraturan 

perjanjian. Thailand dapat memberikan MLA dan ekstradisi meskipun tidak terikat 

perjanjian, jiak negara pemohan memberikan jaminan reprositas. 

Thailand memiliki perjanjian MAL dengan 10 negara: India and Korea, Canada; France; 

Korea; Norway; United Kingdom; and United States. Perjanjian ekstradisi dengan 

beberapa . negara lain. Tailand telah menandatnagni tapi belum ratifikasi UNCAC, 

UNTOC, dan MLA ASEAN.371 

AMACM mengatur tenang benuk bantuan yang diberikan, alasan untukmenolak 

kerjasama dan prosedur pelaksanaan perrnohonan. Bedanya, EA hanya mengatur 

tenang beberapa hal dasar, termasuk beberapa alasan untuk menolak ekstradisi dan 

prosedur untuk menerah. Pemerintah Tailand sudah berusaha mengamandemen 

EA.Semua permohonan MLA dan ekstradisi tanpa adanya perjanjian hams dibuat 

melalui saluran diplomatik. Permohanan MLA berdasar perjanjian hams dikirim ke JPU 

Kerajaan Tailand. Permohonan arus dalam bahasa Tailand atau lnggris, kecuali 

perjanjian menentukan lain.372 

b. Prasayarat dan batasan Hukum Kerjasama 

Dual criminality merupakan syarat wajib untuk ekstradisi dan MLA di Tailand. 

Meskipun tidak diatur dalam UU, Thailand menggunakan pendekatan berbasis 

perbuatan. Berdasarkan perjanjian yang berlaku, Thailand dapat memberikan 

ekstradisi jika perbuatan yang dimintakan ekstradisi dapat dipidana di Thailand 

dengan min, 1 tahun penjara. Untuk MLA, perbuatan yan dimintakan bantuan harus 

merupakan kejahatan di Thailand jika terjadi di Thailand, kecuali perjanjian 

tidak melarang penolakan bantuan karena kerahasiaan bank. Akibatnya, peraturan 

kerahasiaan bank Filipina yang dianggap sangat ketat dianggap dirusak karena asing 

dapat memohon pengecekan atau pembekuan rekening. Untuk permohonan yang 

dimintakan berdasarkan UNCAC, Filipina dilarang menolak memberi bantuan MLA atas 

dasar kerahasiaan bank-?" 
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376/bid. 
377ADB/0ECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Op. Cit. H.161-169. 
378/bid. 

Indonesia juga akan menolak ekstradisi jika kejahatan yang dimaksud mendapatkan 

hukuman mati di negara pemohon tetapi tidak di Indonesia, kecuali negara pemohon 

menjamin bahwa hukuman mati itu tidak akan dilaksanakan. Indonesia juga akan 

menolak ekstradisi berdasarkan kejahatan politik hal ini diatur dalam UU MLA yang 

termasuk mengambil barang bukti melalui video konfren. UU tersebut juga berisi 

peraturan tentang MLA berupa memproses tindak.pidana, termasuk persyaratan dan 

prosedur untuk melaksanakan perrnohonan-tiari negara ASEAN untuk menahan atau 

mengambil alih proses. Sama halnya, UU tentang ekstardisi berisi peraturan detail 

tentang prosedur dan persyaratan ekstradisi. Permohonan untuk ekstradisi harus 

tertulis dan dikirim melalui diplomat kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.t?" 

b. Prasyarat hokum 
Dual criminality wajib bagi ekstradisi dan opsional untuk MLA. Persyaratannya 

berdasarkan perbuatan. Indonesia belum memasukkan tindak pidana suap oleh pejabat 

publik asing dan belum menerima permohonan eksradisi atan MLA terkait tindak 

pidana ini. Indonesia telah menerima beberapa permohonan MLA dimana targetnya 

adalah badan hukum, tetapi masih didiskusikan."? 

Uji pembuktian tertentu harus terpenuhi sebelum Indonesia memberikan 

kerjasamanya (Pasal 22 UU ekstradisi dan Pasal 28 UU MLA). Sebelum memberikan 

ekstradisi atau MLA, negara yang memohon harus menunjukkan bukti yang cukup 

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan (Prima Fade Test). Biasanya Indonesia 

menyelesaikan permasalahannya dengan musyawarah dengan negara asing.Indonesia 

biasanya tidak mengekstradisi warga negaranya kecuali bahwa orang tersebut 

seharusnya diadili di negara pemohon, dengan mempertimbangkan "kepentingan 

negara, hukum dan keadilan". Untuk warga negara Indonesia yang harus diekstradisi, 

negara pemohon harus memberikan jaminan reseprositas. Sebelum menolak ekstradisi 

pemerintah Indonesia akan mengkonsultasikan pihak lawannya di negara pemohon. 

Jika seorang di ekstradisi, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana(KUHP) memberikan yurisdiksi bagi Indonesia untuk mengadili orang 

tersebut.s= 
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